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GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
ah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 181 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan
Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020, perlu dievaluasi agar tidak
bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS,
dan RPJMD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Barat tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan
Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

sebagaimana tel
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Urdang-Undanz Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintaban Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahun Lembaran
Negara Republil: Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubak heberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor @ Tahun 2615 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20:5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679):

Peraturan  Pemenntah Nomor 12 fahun 2017 tentang
Peaqoman Pembinzan dan Iengawasan [enyclenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negiara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73 Tambahun Lembaran Negara
Kepublik Indonesia Nomor 604 1),

Pereturan Pemenntah Nomor ' Tahur 2018 tentang Standar
Pelnyanan Mimimel (Lembaran Negira Republik Indonesia
Tanun 2018 Nemor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6178):

Peraturan Pemenntah Newnor 33 Tahun 2018 tentang
Peiaksanaun Tugas 4an Wewenang Gubernur sebagal Wakil
Pemenntah Pusat (Leimbarnn Negari Republik  Indonesia
Tauhun 20'8 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesiw Nomor 6224);

Peraturan  Pemenintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolzar Renangan Daerab (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tuhuva 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322

Peraturan Menimi Dalam Negenr Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keaangan Daerah
schagnimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturen Menteri Dalam Neger Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Nepara Republik Indonesia Tahiun 2011 Nomor 310);

Peraturan Men'eri Dalam Neger Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Hancanpan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah ter.tang Penjabaran
Anpgaran Pendapatan dan BRelanj: Daerah scbagaimana
telinh dhuban dengan Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor
36 Tahun 2011 {Berita Megara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 525);

Peraturan Menten Dalam Negen Nomo 100 Tahun 2018
lertang  Penerapan Standar Pelavanan Minimal (Berita
Nezara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1540);

Peraturan Menten Dalam Neger: Nomor 33 Tahun 2019
ter.tang Peaoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Be:anja Daeral, Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nowmor 655).
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WMEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUREINUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAII KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG
PERUBAHAN ANGUGARAN FENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUI: ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
LAMPUNG  BARAT  TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGAKAN 2020

Hasil Cvaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Barat tentang Ferubahar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 20720 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung
Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tatiun Anggaran 2020 schagaimana tercantum
daiam Lampiran Keputusan in vang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dar Keputusan i

Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan
penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lampunpg Barat teatang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanji Daerah Tatiun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan
Bupati Lampung Bara. tertang Pemabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan  Belanja  Dacrah Tahun  Anggaran 2020
berdasarkan hasil evaluasi sehagimana dimaksud Diktum Kesatu
paling 'ambat 7 (tujuhy hin sejak ditenmmanya Keputusan ini

Dalam hal hasil evalves) sebaginmana dimaksud Diktum Kesatu
tidak ditindaklanjuti oleh Bupatr dan DPRD Kabupaten Lampung
Barat, dan Bupati Lampung Barat menctapkan Rancangan
Peraturan Daerah rentang Perubihan Angparan Pendapatan dan
Belanjn Daeran Tahun Anggarii 2020 menjadi Peraturan Daerah
dan Rancangen  Peraturan  Bupan Lampung Barat  tentang
[Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tuhur, Anggaraa 2020 menjadi Veraturan Bupati Lampung Barat,
Gubernur mencusilhkan  Lepada Menteri Dalam  Negeri,untuk
melakukan  penuvndazn  dan/atan pemotongan Dana  Transfer
Umum sesuai dengan ket 'ntuan peraturan perundang-undangan.,

Rancangan Pera.urin Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang
Perubzhan Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 can Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat
tentang Penjabaran Ferubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Tahun Anggaran 2020 vang rtclah disempurnakan dan
disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
Diktum Kesatu. fancangan Peraturan Daerah dan Rancangan
Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan
Dacrah dan Peraiuran Bupati setelah mendapatkan Nomor Register
dar Gubernur.
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Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun
Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Bclanja
Dacrah Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan menjadi
Peraturan Dacrah Kabupaten Lampung Barat tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
dan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan
Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari tenyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya.

4

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

¥

ARINAL DJUNAIDI

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesin di Jakarta;
2.Kepaln Dadun Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provins Lampung di Bandar

Lampung:

3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro ITukum Sckretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR | AMPUNG

NOMOR: G/443/V1.02/HK /20220 TANGGAL: 6 OKTOBER 2020
TENTANG

HASIL EVALUAS!I RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT TENTANG PERUBAIIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMI"UNG BARAT TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN  ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Dalam menyusun Rancangan Peraturan Dacrah tentang APBD Tahun
Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar tetap menjaga
konsistensi pada sctiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan
dokumen penganggaran cdacrah, mulai dan Penvusunan  Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran,
dan Penetapar Plafon Anggaran Sementara Perubahan sesuai dengan
ketentuan Pasal 17  Un:dang Undang Nomor 17 Tahun 2003 lentang
Reuangan Negara, Pasal 25 Avat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 265 Ayat
3) den Pasal 311 Undang Undiang Nomor 23 Tahun 2014 lentang
Pemerintahan Daerah sebag imana telah diubah bberapa kali terakhir
dengan Undang-Undung Nomt 9 Tahun 2014, Pasal 89 Peraturan
Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Pasal 177 Peraturan Meaten Dalam Neger Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Ca a Perencananmn, Pengendalian dan Fvaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Caa Evaluas, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan .'angka Menengah Dacrah, certa Tata Cara Perubahan
Rercana Pembaagunan sangka Panjang Dacrah. Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah serta
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anpgaran Pendapaian dan Belama Daerah Tahun Anggaran
2020.

Pemerintuh Kalupaten Lampung Baral agar memperhatikan Instruksi
Menteri Dalam Negea Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan
Perubahan APBD Tabhun Arggaran 2020, dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Dacrah tenting Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Arggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubehan Arggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020.
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3. Pemerintah Kahupaten Lamnung Barat agar melakukan penguatan
Pembinzan dan "engawasan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan Pasal 14
2yai (2) Peraturan Pemenntahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pewnbinazn dan Pengawasar Peavelenggaraan Pemenntah Daerah yang
menetapkan, bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran
pengawasan scinal dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk

mendanar  program/kegiatan  peinbinaan  pengawasan  delam  benwk
kegiatan meliputi:

a. kinerju rutin pengawasan, meliputi: riviu RPIMD, reviu RKPD. reviu
RKA SKPD, reviu LRPD. reviu laporan Kinerja, reviu penyerapan
anggaran, reviu penyerapiin pengadaan barang dan jasa, pemenksaan
reguler perongkat dacrah, pemenksaan dengan  tujuan  tertentu,
pemeriksaan  serentak kas opname, cvaluasi Sistem Pengendalian
Internal Pemerntah, =valuas. penvelenpgaraan pemerintahan daerah,
monitonng dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan

Jemenksa Reuangan dan Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
Aparat Pemenksa Interna! Pernenntab

b. penzawasan priontas nasion |, meliputy momitonng dan evaluasi dan
desa, dana BOS. evaluas: perencanaan dan pengganggaran responsifl
gender, operasionalisast Tim Sapu Bersih Pungutan Liar, undak lanjut
penanjian kenasama AFIP dan APH dalam penanganan Pengaduan
Masyarakat vang beendikis korups:

Coopeagawalan reformas birok s, melipun

pentbuan mandin reformasi
Yirokrsi, penaneanan

pensaduan masvarakat terhadap perangkat

seneaduan masvarakat terhadap pemerintahan
desa dan evaluasi pelavin in prbhik,

daerah, penanganan

d. pencgakan integnitas, rchput, penanganin laporan  gratifikasi,

monitoring dan evaluisi .5 pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan
Rencana  Aksi Daerah Fencegahan  «an Pemberantasan Korupsi,
venfikas'  LHKPN/LHRASN, pemibuan internal  zona Integritas,
penanganan benturun Lepentingan, survey penegakan integritas dan
penanganar Wastle o er Sy stem,
c. kegiatan non pengawasan seperti pendidikan profesional berkelanjutan

melaiui pendidikan dan patiban serta bimbingan teknis minimal 120
Jam/tahun per APIP,

. sarana d.n PTasarana peagawasan, sepert laptop, alat pengukur
oeton, dan iain-lain; dan

8 kegiatan reviu DAK Fisik vang bersumber dan alokas 5°
Penunjeng DAK Fisik sebazaimana
88 Tahun 2019 tentang P

o alokasi dana
maksud Peraturan Presiden Nomor
cranjuk Tekms DAK Fisik 2020.
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Dalam tangha noendabong Poograns daminar Koseboatan metalul kontnbost
dan nuak  okeb bagian bk nasiog mantig daceah Pemernintal
habujpaten Lampung Waat Jalam pelabsanaann o berpedagpan kepmda
hetentvan Peraturan Peawlen Moonar B2 Tabige M08 tentang Jaminan
Neshata sebagaimana elah chababe betwrapa halt terakhin dengan
Peraturan Pesden Noamor 60 Tanun 20N a0 Prratuyran Menter)
Nevangan Nomor FIRPMK O/ 000 tentang Tata toara Pemotongan Fajak
Nokoh selugoar Kon tnbase Dookungan Progran Laoinar, kesehatan setta
Peratiiran Menten kesehatnon Scamar A0 Tahoan ol rentang Petunjuk
Teknis Peonggunaan Pajak Kokok untuk Peodanann Pelavanan khesebatan
NMasmvarabat,  sebhagauman telah ity dengas Peraturan Menten
Neschaton Nomer 53 Tahon 2007

Dalam hal Pemenntal Daerah mempunyval kewapban kepada pthak cetiga
terkant dengan

b pekerann o telah selesa pada tahun g an sebelumnya,

¢ akibat  peinbenan Lesempatan kepad wivedia barang/jasa
memvelesiaki nopekeraan sehin g meloanpacs tabun anggaran 2019
scrual perath ran perundang-andangen atao

d. alabat putuvan pengadilar vang telal mempunyal kekuatan hukum
tetap (inkrachily,

muka harus disnggarkan kembali pada akur. belanja dalam Perubahan
APBD Tanun Argoaran 2020 sesum kode rebernimg herkenaan

Duliin rangka pelakzanaen keteatuan Pasal 210 4 al (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenintaban Daerah sebiagiimana telah
diubah beberapa kah terakhir dengan Unidare Uy lng Nomor 9 Tahun
2015, Pasal 30 avat (7) Peraturan Pemernth Somor I/ Tahun 2018
tentang hecamatan dan Pasa 10 avat (2, Peraturan Menten Dalam Negen
Nomor 130 Tali.n 2018 tertang Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana  Kelummhan  Jdan Pemberdaviua Masyorakat oy helurahan
Pemenntun Kabupaten Lampung Barar apa menganggiarkan Kegiatan
pembargunan  saranu Jdan prasarana helurahan dan pemberdavaan
mas,arakat di keluralian paling sedibit ebes Dana Desa terendah
remma desa ditiuntab AL tambahar . s sty hetentuan perituran
perundang-undangan.  Lukungan  alok, . anggaran dalam  rangka
pelaksanaan tugas Cama® sesua, ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerntah
Nomor 17 Tahun 201¢ tevtang Recamatan dar Pasal 154
Pemenntah 43 Tahun 20 - tentang Peratura
Undang Nomor 6 Tahur 201

Peraturan
Pelaksanaan Undang-

tentiang Desa sebagomana telah diubah
beberapa kali terakhir tetgar Pemenntah Nomer 11 Tahun 2019,

Penganggaran luran Repesertaan dalam Jaminan Aeschatan Pemenntah

agar disesumbkan dengan Let=ntuan Pasal 30 Sampal dengan Pasal 34
Peraturan Presiden Noror 82 Fahua
sebagaimana telah diubah e
2020.

OIS tntang Jaminan Kesehatan
nean Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun
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Dalam rangka koordinasi penerupan standar pelayanan minimal agar
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat  membenaak Tim Penerapan SPM
dangan susunan keanggotann dan Sekreturint Tun herpedoman kepada
ketentuen Pasal 14, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelavanan Minimal,

Pemerintah Kabupatern Lampurg Barat  agar mengarahkan penggunaan
belanja infrastruktur dacrah yang berkaitan langsung dengnn percepatan
perbangunan fasilitas jelavanan  publik dan ckonomi dalam rangka
meningkatkan  Kesempatan  Kerja,  mengurang) kemiskinan, dan
mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar dacrah yang
besaran alokasinya berdasairkan pada peraturan perundang-undangan
sesuai ketentuan Peratura.i Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020.

2. PENDAPATAN DAERAH

1.

Penganggaran target pendapatan daerah semula sebesar
Rp1.121.507.601.470,03 berkurang sebesar Rpl08.422.335.551,24 atau
9,67% menjad' schesar Rp1 012.085.265 918.79 terdin dan:

a. Pendapatan Asli Dacrali semula scbesar Rp65.728.304.508,13
bertambah scoesar Rpd42.999.171,61 atau 0,07% menjadi sebesar
Rp65.771.303.679,74 atau sebesar ( 49"% dari total pendapatan

daerah;
b. Dana Perimbangan semula sebesar Rp811.938.611.059,90 berkurang
sebesar Rpl01.81€.184 943,90 atau 12,54%, menjadi  sebesar

Rp710.119.426.116,00 atau sebesar 70,09% dar total pendapatan
daerah; dan

c. Lain-cain  Pendapatan  Daerali  Yang  Sah semula sebesar
Rp243.840.685.902,70 berkwvang sebesar Rpb.646.146.778,95 atau
2,73% menjadi sevesar Rp237.194.536.123,05 atau 23,41% dari
total pendapatan daerah

Pemerintah habupaten Lampung Barar harus melakukan prognosis target
pendapatan sccara iebih akura: sesuai potensi sumber pendapatan vang
ada di Knbupaten Lampung Barat be-dasarkan peraturnn perundang-
undangan, dan memperhatikan perkembangan  berbagai  indikator
perekonomian nasional dan daerah yang dapat merapengaruhi potensi
pendapatan dacrah dimaksud. Pendapatan daerah vang dianggarkan
merupakan perkiraan yang terukur sccara rasional dan  memiliki
kepastian serta dasar hukum pencrimaannva. _
Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp65 728 304.508,13 bertambah
sebesar  Rp42.999.171,61 altau  V,07%, menjadi  sebesar
Rp65.771.303.679,74 terdiri dari.
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a. Perndapatan Pajak Dacrah seberar Rpll 555032.178,00 berkurang
sebesar  Rpb70.994 592,00 atau  4,94% menjadi  sebesar
Rp10.984.037 486,00 atau 16,70% darn total Pendapatan Asli Daerah;

b. Hasil Retribusi Daerah sebesar Kp4.350.705.973,00 bertambah
sebesar Rp404.132.274.00 atan  9,29% menjadi  schesar
Rp4.754.838.247,00 atau 7,23% dari total Pendapatan Asli Daerah;

c. Hasil Pengelolann Kekayaan Daerah yvang Dipisahkan semula sebesar
Rp4.431.364.507,13 benambah  sehesar Rp326.603.906,34 atau,
7.37% menjadi schesar Rp4.757.968.413.47 atau 7,23% darni total
Pendapatan Asli Daerah; dan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerat semula sebesar
Rp45.391.201.850,00 berkurang sebesar Rpl16.742.316,73 atau
0,26% menjadi sebesar Rp45.274.459 533,27 atau 68,84% dari total
Pendapatan Asli Daerah.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan
Daerah tentang Pajak Dacrah dan Reuibusi Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah scbagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor 21 Tahun 2011,
serta butir Ill.1.a.1)., 1I1.1.2.2).,, dan Ill.1.a.3). lLampiran | Peraturan
Menten Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020.

Selanjutnya, berdasarkan data Anggaran Pendapatan Asli Daerah S (lima)
tahun terakhir Pemerintah Fabupaten Lampung Barat , sebagai berikut:

Tabel. ]

Anggaran Pendapaten Pajak Daerah 5 (lima) ahun terakhir Tahun
Angearan 2016 s d 2020

Tahurﬂ Anggaran (I¢p) [_ Realisasi (Rp) % |

1 2 | 3 4 ]
72016 | 6.804 118.350,00]  K.0/6.434.569.00| 118,70
| 2017 9.285.746.92¢,00]  10.144.981.620,00| 109,25
2018 10.725.631 §76,00] 11.617.377 709,00, 108.31]

2019 | 12.289.481.833,000  13.376.645930,00| 10885
'W'i_'l—(fgs—aﬁ?déﬁﬁﬁ' I
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Tabel.2

Angearan 2016 s d 2020

— e . e ———————— — —— e —

kealisasi (Rpl

Anggaran Per.dzpatan Retritusi Daerah 5 (limaj tahun terakhir Tahun

3

(lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

1
T 2016
2017 |
2018 |
2019 J
2020

| Tahun |

Tahun Anggaran (Rp)
1 3
2016 1.530 353.300,00 |
2017 1.907 567 930,00
[ 2018 | 2.055646.475,00 |
2010 | 2.238 7%.230.00'1?“

i 2029'l 1.754 338 14?,004'_"

| 887 054 285,00 |
2 014,962 790,00 \
2 227.95% é'go.ub_i

.l

Tabel 3
Anggaran Hasil Penpelolaan Kekayvaan Daerah Yang Dipisahkan 5

Anggaian (Rp)
. — -
5 600.962.895,00 |
321351861365 |
3.409 190.602,76
4.431 3644506, 7¢
1.757 06841347

Reabsas) (Rp)

1
1.600.96.2.895,88
3.213.618.613.65
7409.190 602.76
4 421.30-0.506,76

Tabel 4

102,13
98,92 |

98,02 |
99,52

SR

Anggaran Lain-lav; Pendapatan Ash Daerah Yang Sah

5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp)

— —— ‘ . ; .

WI ' 3S.ﬁééff;i2§:{3.00|| 35 838541 788,99 |

2017 | 68.335.659 387.00 | 31 543 564 850,53
2018 | 33.865.585.3G1,00| 33 130.010 206,89

2010 45.231.452.0.8.10 | 45231 452 948,10 |

72020 | 45.274 459 31327 I N

ay
S0

K

100,59

46,16

08,71
100



Berkenaan dengan data tersebut di atas, dalam penetapan target
Pendapatan Asli Daerah apar didasarkan pada potensi pendapatan asli
daerah di Kabupaten Limpung Barat serta memperhatikan perkiraan
pertumbuhan ckonomi pada Tahun 2020 vang berpotensi terhadap
target penenmaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, terutama
untuk lain-lain PAD vang sah agar ditara kembalh mengingat realisasi
taliun-tahun sebelumnva dibawah target vang telah ditetapkan.

Penetapan target Dana Perir. bangan semula sebesar
Rp811.935.611.059,90 Ye kurang sebesar Rpl01 819.184.943,90 atau
12,59% menjad: sebesar Rn710.119.426 116,060 terdin dan:

a. Dana Bag) Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak semula sebesar
Rpl19.683.334.000,00 bertambah sebesar Ep254.735.241,00 atau
1.29%, menjadh schesar Rp19.935 069 241,00 atan 2,81% dan total
Dana Permbangan,

b. Dana Aiokasi Umuin  semula :cbesar Rp557.660.829.000,00
berkuranz s~besar RpS57.047.491.000,00 atau 10,23%  menjadi
sebesar Rp500613.338.000,00 atau 70,50«  dan total Dana
Perimbanean; dan

c. Dane  Alskast Khasos semula s b p234.594,448.059,90
berkurany sebesar EpdS 026429 153490 atau 19,197 menjadi
schesar  Rp 1S9 568 018 #7500 aren 26, 1, dan  total Dana
Penmbangan

Pemenntah Kabupaten Lampung, Sarat agar memperhatnkan Diktum
Ketiga Inutrukss Menten Dalam Negen Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Prionitas Pengpanaan Ve coaban APHD Tahun Anggaran 2020 banwa
Rincian  Alokasi Trunster Daerab dan Dana Desa (TKDD) agar
berpedoman pada Peraturin Presiden womor 53 Tahun 2020 tentang
Perubabian DVostur dan Rincoian Anpgaoan Peadapatan dan Belar)a
Negara Tabun Anggaran 2020 sebaggumanc telah diubah dengan
Perzturan Presiden Nomor 72 tanhun 2020, Peraturan Menten Keuangan
Nomor 113/PMR 0772920 tentang Penctapan surang Bavar dan Lebih
Bayar Danic Bagr Hasil Padac Taohun “0200 dan Keputusan Menteri
Reuangan Tahun 2020 tentang Bantuar Operasional Kesehatan.

Penetapan Target Lan-linn Pendapatan Daciah vang sah semula
sebesar Rp243 840,085 90200 berkurimg sebe sar Kph 646.149.778,95
atau 2,73 menjadh sebesar Kp237 190 536 12005 terdin dani:

a. Pencapacan Hibab semula sebesar Kp40 902 044 900,00 bertambah
scbesar  Rpl11.524.283.000,00 atau  28.15”. menjadi  sebesar
RpS52.426.327.900,00 varg diuraikan ke dalam

1) Pendapatun  tibab dan Pemenntalr semula sebesar
Rp8.838.245.000,0" bertambah sebesar Rpl1.524.283.000,00
atau 130,39 menjadi sebesar Rp20.362 528.000,00

2) Pendapatan Hiboh Dana Bos sebesar Rp3?2 063.799.900,00.
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Dapat  dinnggarkan  apabiln  terdapat  dokumen pernyataan
kesedinan untuk memberikan hibah dan dinggarkan pada akun
Pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan
divraikan ke dalam jenis, obyek. dan nincian obyek pendapatan
masing-masing natnn pemberi bah - atau sumbangan sesuai
dengan kode rekening berkenaan sestin ketentuan dalam butir
U1 L.11) Lampivan | Peraturan Menters Dalim Negeri Nomor 33
Tahun 2019 teptang Pedoman Penyusunin Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

b. Dana Bagi Hasil Fajak dan Frovins: dan Pemerintah Daerah Lainnya
semula  sebesar  Rn75.506.856.002,00  berkurang schesar
Rpl16.754.715.778,95 atau 22,19% menjadi sehesar
Rp58.752.140.223,05 agar discsuaikan pada penganggaran belanja
Bagi Hasi! Pajak Dacran dari pemenitah provinsi Tahun Anggaran
2020 sesuai ketentuan dulam butr 1. 1.b.9) Lampiran [Peraturan
Menteri Dalam Negern Nomor 33 Tahun 019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020.

c. Duna Penyesuian <an Otonom  Khusus semula sehesar
Rp127 431.785.000,00 berkurang scbesar Kpl 415.717.000,00 atau
1,11% menjady sebesar Rp126.016.068 000,00 yang diuraikan
kedalam Dana Alokasi Desa/Pekan (ADP) sehesar
Rpl126.0'06.068.000,00

Dara Desa dianggarkan dengan  berpedoman pada Peraturan
Menteri leuangan Nomor 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan
Dana Desa sebagaimaaa teinh diubal beberapakah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor ~0/PMk 07/2020.

Pengguncannya berpedoman kepada ketent: .n Peraturan Presiden
Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubaharn Postur dan Rincian
Anggaran Pendapatan darn Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
sebagaimana telah dinbah dengan Peraturan Presiden Nomor 72
tahun 2020, Peraturan Menten Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020
tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bug! Hasil. Dana Alokasi
Urium, Dan Dana losentf Daeral Tahun Anggaran 2020 Dalam
Rangka Penanggu.angan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

1. BELANJA DAERAH
A. KEBIJAKAN BELANJA

1. Alokasi anggaran belanja dacrah semula sebesar
Rp1.147.457.240.969,03 berkurang sebesar 103.119.978.142,52
atau 8,99% inenjadi sebesar Rp1.041 337.262.826,51.
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a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsing semula sebesar Rp603.957.494.408,68
bertambah setesar kp15.087.159 432,08 atau 2,50% menjadi
sebesar Rp619.044.653.840,76 aau 59,258% dan total belanja
daerah terdin dan:

1) Belanja Pegawai scmula sebesar Rp38Y 784.516.085,00
bertambah sebesar Rp1.232 796.234.21 atau 0,32% menjadi
sebesar Rp391.0168.312.3°9.21  atau 63,16% dari total
Belanja Tidak Langsung;

2) Belanja Hibal. semula  scbesar Rp17.035.908.400,00
berkurang sebesar Rp1.616.040.500,00 atau 9,49% menjadi
sebesar Rpi15.419.867.900,0C atau 2,49% dan total Belanja
Tidak Langsung,

3) Belanja Bantuan Sosial scbesar Rp250.000.000,00 atau
0.04% danr total Belanja Tdak Langsung:

4) Belanja Bam Hasil hepada Pemerintah/Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemenntahan Desa semula sebesar
Rp1.590.573 9C0,00 berkurang  sebesar Rp16.686.200,00
atau  1.05% menjadi scbesar Rpl 573.887.700,00  atau
0,25% dar: tota! Belaaja Tidak Langsung:

5) Belanja Bantuan Reuvangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota  dan  Pemernntahan Desa dan
Partai Politik semula sebesar Rp192.928.581.683,00
berkurany sebesar Rp9.413.065.000.00 atau 4,88% menjadi
sehesar RpI81 515 516.683.00 ataw 29.64% dari total
Helanja Tidak Langsena;

6) Belanja Tidak Terduga semulic sebesar Rp2.367.914.340,68
bertamoah  sebesar Pp24 800 154 807 87 atau 1.951,52%
menjadi sebesar Rp27.267.069.238.55  atau 4,40% dari
total Belan)a Tic'ak Langsung

b. Belanja Langsung,

Belanjn  Langsung  semula  sebesar Rp543.499.746.560,35

berku ang sebesar Rp118.207.137.574.60 atau 21,75% menjadi

sebesar Rp425.292 €08.985,75 wau 40, °2% dan total belanja
daerah terdin dan:

1) Belanja Pegawar semula sebesar Rp63.024.388.154,00
bertambah sebesar atau Rp5.138.:44494.909,30 atau 8,15%
menjadi sebeszr Rpo8.162.883.063,30 atau 16,03% dani
total belanja langsung;

2) Belanja Barang dan J s semula sebesar
RF268.954 472 232,20 herkurang sebesar
Rp61.941.731.942,35 atau  23,03%¢ menjadi  sebesar
Rp207.012 690.339 85 atau 48 68"« dari total belanja
langsung; aan
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J) Belanja Modal sebesar Rp211.52().886.074,15 berkurang
sebesar Rp61.403.850.541,55 atau 29,03% menjadi sebesar
Rp150.117.035.532,60 atau 35,30% dari total belanja
langsung.

Berdasarkan Undang-Uindang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pmerintahan Daerah, sebagaimana tclah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja
daerah  digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan
pemerintahan Konkuren yang menjad' kewenangan daerah dan
pelaksanian tugas organisasi vang clitetapkan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut. diprioritaskan untuk mendanai urusan
peraenintahan waiib  terkait pelavanan  dasar vang ditetapkan
dengan standar pelavanan minimal sert: berpedoman pada standar
teknis  dan  harga satuan regionul sesuai dengan ketentuan
peraturar  perundang-undangan serta harus didukung dengan
dasar hukum yang melandasinya.

Sclain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan
pilihan, juga harus mendukung target  capaian prioritas
pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan
masing-masing tingkatan Pe merintah Daerah

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih
fokus terhadap kegiatan yang beromentasi produktil dan memiiiki
manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
pelayanan  pubiik, dan pertumbuhan ckonomi daerah sesuai
Ketentuan Peraturan Menteri Dala.n Negern Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penvausunan APBD Tahun Anggaran 2020.

Alokasi belanja vang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan yaitu:

a. Jumlah alokasi anggaran untuk fungs: pendidikan sebesar

Rp288.113.856.274,00 ateu 27,59% dari total belanja daerah
sebesar Rp1.044.337.202.826,51.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mempertahankan
pengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya
sebesar 20% dari total belanja dacrah sesuai ketentuan Pasal 49
Undang-Undang Numor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun
2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir V.1 Lampiran [
Peraturan Menteri Dalam Negeri Numor 33 Tahun 2019 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahunr Arnggaran 2020:;

Jumlah alokasi anggaran kesehatan sebesar
Rp130.649.323.972,25 atau 18,42% dari total velanja daerah di
luar gaji sebesar Rp695.784.292.638.30
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Pemerintah Kabupaten  Lampung Harat aga mempertnhankan
pengalohantan anggamn untuk  kenehntan sekurnng kurnngnyn
webenar 1% dart total belanjn diemh di lunr  pojl, nesunl
Ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang Undang Nomuor 30 Tahun
2000 tentang  Kenchatan  dan buth V.2 Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negert Nomor XY Tahun 2019 tentang, I'edoman
Penyununan Anggarmn Pendapatan dan Belanja Daernh Tahun

Anggaran 2020,

Jumlah alokasi anggaran Infrastruktur bernnal darl dana tranafer
umum yang terdint dari DAU dan DN yang bersifat umum nebenar
Rp135.7 19.401.491,00 atau 13% dard trnnafer daernh. Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat ngar mengarnhkan pengguniann belanjn
infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengnn percepatan
pembangunan  fasilitas  pelayanan publik dan ckonomi daulam
rangka meningkatkan kesempatan Kerjin, mengurangi keminkinan,
dan mengurangi kesenjangan penyedinan lnyanan publik antar
dacrah yang besaran alokasinyn berdasarkan pada peraturan
perundang-undangan sesuai ketentuan Butir V.3 Lampiran |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Tahun Anggaran 2020.

Penyedinan anggaran yang tercantum pada kode rekening
XXX, X.XX.XX.XX.xx.5.1.7.04. Belanja Bantuan Keuangnn Kepada
Desa ADD sebesar Rp56.828.174.000,00 atau 10,92% dan dana
perimbangan dikurangi DAK sebesar Rp520.551.407.241,00.

Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Barat  agar dapat
mempertahankan pengalokasian anggaran untuk Belanja Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Dana
Perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK sesuai
ketentuan Pasal 72 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Dari aspek
teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama
pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima
bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening

berkenaan;
Penyedinan anggaran yang tercantum pada kode rekening:

1) x.xx.%.%%.xx.x%.Xx.5.1.6.03.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Dacrah
Kepada Desa sebesar Rp1.098.403.800,00 atau 10,00% dari
dana hasil pajak dacrah scbesar Rp10.984.037.486,00;

2) x.xx.X.XX.Xx.xx.xx.5.1.6.05.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi
Daerah Kepada Desa sebesar Rp475.483.900,00 atau 10,00%
dari dana hasil retribusi dacrah sebesar Rp4.754.838.247,00.



e )

16

Pemerintalh Kabupaten Lampung Baral agar mempertahankan
dalam mengalokasikan nangguran Belama Bagi Hasil Pajak Daerah
dan Bag: Hasil Retnbusy Daerah Kepada Pemernintah Desa paling
sedikit 10% sesuni ketentuan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 0 Tehun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa scbagaimana
telah diubah beberapn ka'i terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1l Tahun 2019,

Dari aspek tcknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar
nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyck
penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi dacrah scsuai kode
rekening berkenaan,

Jumlah alokasi unggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan
Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Barat sebesar
Rp7.268.826.413,00 a*au 0,70% dari total belanja daerah sebesar
Rp1.044.337.262.876.51.

Pemerintah  Kabupaten lampung Barat agar memenuhi
pengalokasian anggaran untuk pengawasan dalam rangka
penguatan pembinaan dan pengawasarn inspektorat dacrah
sebesar 0,75% dari tetal belanja daerah sesuan ketentuan Pasal 14
Ayat '2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
dan Butir V.54 Lampiran | Peraturar Menten Da'am Negeri Nomor
33 Tahun 2019 tentang Pedomarn Penyusunan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan
baliwa untuk belanja daeral. diatas Rp1.000.000.000.000,00
sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah)
pemarin'ah daerah menganggarkan sekurang-kurangnya sebesar
0,75% dari total belanja daerah dan datas Rp10.000.000.000,00
(sepulub mihar rumah),

Alokasi Anggarar untuk Peningkatan Sumber Daya Aparatur,
jumlah alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN
dalam  rangka pengembangan  kompoerensi  penyelenggara
Pemerintah Kabupaten Lampung Baratl sebesar
Rp2.403 300.000,00 atau 0,23% dan total belanja daerah.

Pemerintah Kabupatero Lampung Barat agar memperiahankan
alokasi anggaran tersebut sekurang-kurangnya sebesar 0,16% (nol
Foma cnam belas persen) dan total belanja daerah sesuai
lietentuan butir V.38 Lampiran | Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 33 Tahun 2019 tentang Prdoman Penvusunan Anggaran
Per.dapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
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Selanjutaya, Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD
tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang
telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total
belanja daerah bagi Pemcrintah Kabupaten Lampung Barat tidak
diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran
pendidikan dan peladhan dimaksud.

. Penganggaran Belanja Premi Asuransi Keschatan pada Dinas

Keschatan sebesar Rp9.774.150.750,00 atau 50,76% dari
Pererimaan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp19.257.221.025,00
yang diperuntukkan bagi masyarakat Penerima Bantuan iuran
Jaminan Keschatan.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN), Pemerinvah Kabupaten Lampung  Barat  agar
mempertahankan alokasi pendanaan program jaminan kesehatan
nasional paling sedikit 37,5% dari Bagi Hasil Pajak Rokok sesuai
dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Keschatan sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan
Peraturan Menteri kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan
Pelayanan bLesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 yang
dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang
menangani urusan kesehatan pemben pelavanan kesehatan.

Pemerintah Kabupatea Lampung Barat agar mensinkronisasikan
program dan kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung
program jaminan keschatan nasional paling sedikit 50% dari
alokasi Dana Bag Hasil Cukai Tembakau yang diterima untuk
mendanai program/legiatan.

a. Peningkatan kualitas bahan bakui

b. Pembinaan in-dustri

¢. Pembinaan lingkungan sosial

d. Sosialisasi ketentu:an di bidang cukai

e. Pemberantasan barang Kena cukani ilegal

Selanjuinya Program/kegiatan sebagaimana tersebut di atas
diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan
nasiona' Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222 /PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan
Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
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Pemenntah Rabupaten Lampung Harat  agar - mengalokasikan
aonpgaran untuk Pembanguonan dare Zatan pemelharnan jalan serta
penimpaatan moda don satann tranapartons amnm sebesar 1070
dane Danan By Hamil Poosinmt sesuan ketentuan Pasal B Ayat (5)
Unding-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang, Vajuk Daerah dan
Retnibury Daetah bahwwa Tt penermaan Pagak - Kendaraan
Dermotos paling sedikit 100 (wepulub persen), termanuk yang
dibagt hasilkan  kepada  kabupaten/kots  dinlokasikan  untuk
pembangunan dan/atan pemelihiraan jnlan werti
peningkatan moda dan sarana trancpartas: omom

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG
1. Belanja Pregawai

a. Penyedinan anggaran yang tercantum  pada kede rekening
AN A XS 1 L0Y Sap dan Tunjangan semula sebesar
Rp344.794.969 825,00 bertambali sebesar Rp3.758.000.353,21
atau 1,09% menjadi sebesar Rp318 552,970 188,21,

Dapat hanggarkan dengar. berpedoman pada butir 1.2 a.1),
butir 111.2.a.2), dan bueur 111.2.4.3) Lampiran | Peraturan Menten
Dalam  Negen Nomo- 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapaiin dan Helanja Daerah Tahun
Anggaran 2020

b. Penyediaan angzgaran yang tercantum pada kode rekening
NOXNCXOXNLXNXXORX.D. 1 1.01.09 lurin Asuranst Kesehatan semula
sebesa. RpY.371.930.436,00 bertambah sebesar
Rp2.664.820.564,21 atau 28,43% menjadi sebesar
Rp12.036.751.000,21.

Anggaran tersebut diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati,
Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dapat dianggarkan
berpedoman pada Undang-Undang Normor 40 Tahun 2004
tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional, Undang-Undang
Nomor 24 Tuhun 2011 tentang Badan P'enyelenggara Jaminan
Sosial, dan Perawuran Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Keschaan sebagaimana diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan buur 1.2 a 4)Lampiran |
Peraturan Menteri Dalan Negen Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusiinan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaian 2020,

c. Hak Keuangar aan Administranf Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, antara  lain  tercantum  pada  kode rekening
4.01.4.01.01.00.20 5.1.1.  Belanja Pegawm pada Kelompok
Belanja Tidak Langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupnten Lampung Barat sebesar
Rp!2.322.664.300m00 vang antura o diuraikan pada kode
rekening:
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1) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.11. lunjangan Badan
Musyawaran sehesar Rp22.100.700,00,

2) 4.01.4.01.01.00.00.5 1.1.01.12. Tunjangan Komisi scbesar
Rp43.299.900,G0;

3) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran
sebesar Rp29.780.100,00;

4) 4.01.4.01.01.00.20.5.1.1.01.14. Tunjangan Badan
Kehormatan Jehesar Rp10.413.900,00;

5) 4.01.4.01.01.00.00 51 1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan
Lainnya sehesar Rp20.000.000,00,

6) 4.01.4.01,01.00.00.5.1.1.01.16.  Tunjangan Perumahan
sebesar Rp3.072.000.000,00:

7) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.22 Tunjangan Reses sebesar
Rp651.500.000.00.

8) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.2%. Tunjangan Transportasi
sebesar Rp3.379.200.000,00

9) 4.01.4.01,01.00.00.5.1.1.03.01 Tunjangan  Komunikasi
Intensif dan Anggota DPRD Rp2 646.000.000,00.

10) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.03 Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rn110.880.000,00

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan
Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Adminisiratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompolkan Kemampuan
Keuangan Daerah serta Pelaks:naan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 188.31/7808/SJ Tanggal 2 November 2017 Penjelasan
tertadap Impleniemasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangar Daerali serti  Pelaksanaan Dana
Operasional.

Penyediaan anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNSD yang

tercartum pada kode rekening x.x%.N.XX.X%.xx.xx.5.1.1.02
Tambahan Penghasilan PNS semula sebesar
Rp41.773.944.250,00 berkurang R2.504.653.119,00 atau 6%
menjadi sebesar Rp39.269.291.131,00.
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Femberinn: Tambahan Penghamilan Bagr PNS dapat diberikan
sctelah mendapat persetujuan Menten Dalam  Negeri sesuni
hetentuan Pamal S8 Peraturnn Pemenntah Nomor 12 Tahun
2010 tentang Pengelolivan Kot Daerah, don
perhitungannya telah sesumt dengan Keputusan Menten Dalam
Negeri Nomor  001-5449  Tahun 20019 tentang, Tata Carn
Persetujuan  Menteri Dalam - Negent Terhadap  Tambahan
Penghasilan  Pegawai  Aparntur Sipil Negarn Di Lingkungan
Pemerintah Daerah.

Penyedinan anggaran pada:

1) Belanjn Hibah brrupa uang semula schesar
Rp17.035.908.400,00 berkurang schesar
Rpl.616.040.500,00  atau 949" menjadi  sebesar

Rp15.419.867.900,00 yang diuraikan dalam kode rekening
4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.05 Belanja Hibah kepada
Badan/Lembag::/Organisasi

2) Belanja Bantuan Sosial vang dwuraikan pada Belanja
Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat sehesar
Rp250.000.000,00.

Belanja hibah dan Bantuan Sosial dapiat dianggarkan apabila
pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan
pemerintahan pilihan telah terpenuhi dengan berpedoman pada
ketentuan Pasal 298 avat (4) dan avat (5) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tertang Pemenntahan Daerah,
sebagaimana telab diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemernintah
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dan
Anggaran Pendapatan aan Belanja Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negert Nomor 99 Tahun 2019, kecual ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber
darn APBD berpedoman pada Peraturan Bupati vang mengatur
tata <ara penganggaran, pelaksanaan dan  penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan serta  monitoring dan
evaluasi hibah dan bantuan sosial, sesua ketentuan Pasal 42
ayat (1) Perawrar Menten Dalam Negen Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial vang
Bersumber dasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah  beberapa  kali terakhir dengan
Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019,
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Belanya hibah tersebut ditujukar untuk menilnjang pencapainn
sasaran program dun  kegintan Pemermtali Daerah  sesuai
dengan kepentingan daernh dalom mendub.ung terselenggaranya
fungsi pemerintahan,  pembangunan, dan kt-mnuynrnkx'unn
dengan memperhntiknn asas keadilan, hepatutan, rnsionalitas,
dan manfaat untuk masyarakat.

Selanjutnya  daftan nama penerima, - alamat penerima  dan
besaren unng agar dienntumkan  pada Lampiran 11l dan l\{
Peraturan Bupati Tentang Penjavaran IFerubahian APBD, scsual
ketentuan Pasal 11A dan Pasal 30A Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentany, Pedoman Pembernan
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Dacrah  sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 99 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening
4,04.4,04.00.00.00.5.1.7.05 Belanja Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik sebesar Rp400.000 000,00,

Dapat dianpggarkan dengan berpedoman kepada Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik, scbagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 1 Tahun 2018
dan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 77 Tahun 2014
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
APBD dan Tertit Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Ncgeri Nomor 6 Tahun 2017. Secara teknis
penganggaran agar diurai berdasarkan nama parpol penerima
dan dianggarkan pada Belanja Hibah sesuai ketentuan butir
111.2.d.1) Lampiran | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 2019 tentang Pedoman Penvusunan APBD Tahun
Anggaran 2020, dan Surat Menten Dalam Negeri Nomor
903/3010/Keuan ranggal 6 Agustus 2020 perihal Penjelasan

Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang
bersumber dari APBD.

Penyediaan anggaran dengan kode rekening
4.04.4.04.00.00.00.5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga semula
sebesar Rp2.3267.914.340,68 bertambah sebesar
Rp24.899.154.897,37 atau 1.051,527, menjadi  sebesar
Rp27.267.069.238,55 dapat dianggarkan dengan

mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan
dan/atau kebutuhan yang sifatva  udak dapat diprediksi

sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat.



Pemerinteh Kabupaten Lampung Barat agar mengarggarkan
kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana
alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang
tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada
Tahun Anggaran 2020, termasu'. pengembahan atas kelebihan
penerimaan  daerah  tahun-tahun sebelumnya  dengan
berpedoman pada butir [I.2.g Lampiran | Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020.

Dalaar rangka pencegahan penvebaran dan percepatan
pcnanganan corona Virus Discase 2019 (COVID-19) Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat agar melakukan refocussing kegiatan
dan realokasi anggaran melalui  optimalisasi  penggunaan
Belunja Tidak Terduga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran
2020 dengan tetap melakukan tertib administrasi keuangan
dan administrasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
sesunl Surat Edaran LKomisi Pembrantasan Korupsi Nomor 8
Tahun 2020 tentang Menggunaan Anggaran Pelaksanaan
baranz/Jasa  dalam rangka Percepatan Penanganan corona
Virus Disease 2019 (COVID-1') terkant dengan Pencegahan
Tindak Pidana Korupsi dan Instruks: Menten Dalam Negen
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan
APBD Tahun Anggarar 2020

C. BELAMJA LANGSUNG

1. Penyediaan anggaran vang tercantum pada  kode rekening:

KX XX XYL ¢ 5.2 ] Belanja Pegawa semula sebesar
Rp63.024.388.154,00 bertambah webesar Rp5.138.494.909,3000
atau 8,15% menjari scbesar Rp68.162 883.063,30 yang diuraikan ke
dalam obyek belania dengan kode rekening:

A, XXX XX.XX.xX.5.2.1.01 Honoranum PNS  semula sebesar
Rp23.093.821.845,00 bertambah sebesar Rp2.264.745.209 atau
9,81% menjadi sebesar Rp25.358 567 063.30.

b, 2% %.x%.5.2 1.0 Honorarium non PNS semula sebesar
Rp26.103.560.592,00 bertambah sebesar Rp2.735.649.700,00
atau 10,48% menjad’ schesar Rp28 839.210.292,00.

C. X200 X.XN.XN.%X.xX.5.2.1.08 Belanja Pegawa: BLUD semula sebesar
Rp12.019.813.708.0C bertambah sebesar Rp123.100.000,00 atau
1,02% menjadr sebesar Rp12.142 413 708 00

dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai
d=ngan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka
mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.



3.

Selain itu, besaran alokasi belanja terscbut di atas agar dibatasi
dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas
dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan
pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam
kegiatan  bhenar-tenar memiliki peranan dan kontribusi nyata
terhadap efcktivitas  pelaksanaan kegiatan tersebut dengan
memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD dan
pemberian Insentif Pemungutan Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah,
sesuai butir Il 2.a.10). Lampiran | Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2020. Selarjuinya, selisih lebih dari hasil penghematan
dialihkan kedalam program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai
kewenangan Pemerintah Kabupaten lampung Barat .

2. Penyediaan anggaran kode rekening x XX.X.xXx x0.xx.5.2.2.15 Belanja
Perjalanan Dinas semula sebesar Rp53.080.431.850.{]0 berkurang
sebesar  Rp15.346.213.865,00  atau 28,91" menjadi sebesar
Rp37.734.267.935,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja
dengan kode rekening:

a)  X.XX.X.XX.XX.xx.5.2.2.15.05 Belanja Transportast semula sebesar
Rp7.796.272.850,00 berkurang sebesar Rpl1.524.349.100,0 atau
19,55% menjadi sebesar Rp6.271 923 750 .00:

b) X.XX.X.X.XX.Xx.5.2.2.15.02 Belan)a Perjalanan Dinas Luar Daerah
seraula  sebesar Rp29.464.619.900,00 berkurang sebesar
Rp12.812.042.861,00 atnu  43.98% menjadi  scbesar
Rp16.632.577.039,00;

€] xxoeXAX.XXX%.52.2 15.01 Belanja Penalanan Dinas Dalam
Daeralh semula sebesar Rp15.819.589.100,00 berkurang sebesar
Rp1.009.821.904 atau 6,38" menjadi sebesar
Rp14.809.767.196.09;

dalam. pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada
masing-masing kegiatan  dengan  ‘etap memperhatikan  aspek
clektifitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serla penghematan
perggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 122 ayat
(10) Peraturan Mentcn Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negen Homor 21 Tahun 2017 dan Surat Gubernur
Lampung Nomor: 900/2421/V.02,/2020 Tanpgal 12 Agustus 2020
Hal Penundaan Bepergian Pimpinan Daerah dan Pejabat Pemerintah
Daerah ke Zona Merah Covid-19. Selanjutnya. selisih lebih dari hasil
penghematan dialihkan kedalam program dan kegiatan yang lebih
prioritas scsua: kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. |

3. Penyediaan anggaran:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1) Kegiatan Olimviade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP semula

sebesar Rp124.128.400,00 berkurang sebesar Rp88.304.000
menjadi sebesar Kp35.824.400
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9)
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10}

.

Kegintnn Festrval din Lomon Sent Siswa Nastonnl (FLSN) 8D
dan SMEP wemula sebewne Rp 2K 2 16.000,00 berkurimg sebesinr
RP T ORL.000 m ngindd nebe i 1420 000)

Regitin: Olimpinde Olnheagne Siswie Nostonal (O28N) 8D dan
SMIY wiswae semudne webewe Rpht 2009.000,00  bherkurang
sebesar Rp L B0 G000 mengiih nebesae [Rp 1 396,000,

Kegintian Workshop Penggunann Medin Pembelajoran Quru
PAUD semuln sehesary Rph2 743 900,00 herkurnng  webesar
Rpdau0 000 menjodi sebenar Rp-00 243 900

Kegintin - Workshop  Seni Dudoyva wemuln nebenar
RpA7. 72 1.800,00 berkurnng  sebesar Kpdan0.000  menjodi
sebesur Rpde 261 800,

Regintan Sosmlisasi dan Monitoring, Manoagement  Akreditani
Sekelnh PAUDY din PNEFEU senaln sebesio Rpa1.510.000,00
betkurung sebennr Rpd. 2H0.000 menjici sehenar
RpA7.260.000.

Kegintan: Sosmahsesi don Montormge Munngement  Akreditasi
Sckolnh Pendidikon Dusar semuln sebesar Rp59.409.000,00
berkurang  sebiesar Rp1.250.000 menjndi schesar
Rp55.159.000.

hegintan Pengembangan SDM  Pendidiknn dan  Kebudayaan
scbesar Rp100.000.000.

Dalam  pelaksanannyn berpedoman kepadn ketentuan
Peraturan Menteri Dalaom Negent Nomor 32 Tahun 201
tentang Pedomnn Pemberinn Hibah dan Bantunn Sosinl yang
Bersumber dart anpgaran die, Pendapatan Belnmya Dacrah
sebagmmana telac dinbah bebernpinc kali terakhir dengnn
Peraturan Meaten Dalam Negert Nomor 9% Tahun 2019 ntau
alihkan karenn secura fungsional merupakan tupoksi OPD
yang menangam pengembangan sumber davi manusin, yaitu
Badan Pengembangan Sumber Doyvie Manusia (IBPSDM) ntau
Badan  KRepegawairn  dan Pengembingin Sumber  Daya
Manusin (BRPSDM) Provinsi/Kanbupaten/Kotn atau sebutan
lain sesuat ketentuan Lampii | Persturan Menteri Dalam
Neger 33 Taluin 2019 tentany Pedoman Penyusunnn Anggaran
Pendapatan dan Belunjn Daerah Tahun Angganran 2020,
Kegiatan  Kemal Terpadu  Arkeolopi nemuln sebesar
Rp80.097.000,00 berkurang sehesar Rp15.064.000 menjndi
sebesar Rp71.033 000

Regintan Fasilitns: dan Sosinlisosi Pelestarinn Cagar Budaya
semula sebesay  Rp60.433 000,00 berkurang  sebesar
Rp9.345.000 1venjndi sebesnr Rps 1,088 100

Dalam  pelaksanaannya obyek din kegintan tersebut  telah
ditetapkan sebugat cagnr budnya seswin ketenlunn Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budnya.
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Kegintan Lawatan Sejarah sebesar Rp88.656.000

Kegintan Pagelaran Seni Budayn HUT Lampung sebesar
Rp95,296.500.

Kegintan Pentas Budaya sebesar Rp186.894.000.

agar dialihkan untuk  Kkegiatan lain vang lebih prioritas
berdasarkan kewenangan Pemerintalh Kabupaten Lampung
Barat mengingat puda pelaksanaan HUT Lampung beberapa
wakiu yang lalu tidak diadakan Pagelaran Seni Budaya.

b. Cinns heschatan

¥

2)

3)

Kegintan Bensiswa Pendidika1 Kedokteran semula sebesar
Rp609.220.000,00 berkurang sebesar Rpl54.628.000 menjadi
schesar Rpd454.592.000.

Dalam  pelaksenaanya berpedoman  kepada  ketentuan
Pernturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
sebagaimana 1elah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalarn Negert Nomor 99 Tahun 2019 atau
dialihkan karcna sccara fungsional merupakan tupoksi OPD
vang menangani pengembangan sumber daya manusia, yaitu
Badan Pengembangan Sumber Dava Manusia (BPSDM) atau
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia (BXPSDMj Provinsi/Kabupaten/Kota atau sebutan
lain sesuai ketentuan Lampiran | Peraturan Menteri Dalam
Negeri 32 Tahun 2019 tentang fedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatar dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Kegiatan Sosialisasi #Program  Perencanaan  Persalinan dan
Pencegahan Komplikasi (P4K) semula sebesar
Rp192.129.000,00 berkurang sebesar Rp122.129.000 menjadi
sebesar [p70.000.000.

Kegiatan Pelayanan Kesehatan llaji sebesar Rp132.942.000,00

Pelaksanaar. il adah haji untuk tahun 1441 H/2020 M tidak
terlaksana  mengingat penyvebaran  virus covid-19  yang
mendunia, untuk itu agar dialihkan untuk kegiatan lain yang
lebih  prioritas  berdasarkan  kewenangan  Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat, sesuar Keputusan Menteri Agama
Nomor 464 Tahun 2020 tentung Pembatalan Keberangkatan
Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan |badah Haji Tahun 1441
H/2020 M.

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kegiatan Sosialisasi dan Inventarisasi Calon Lokasi PTSL Untuk
Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masvarakat Bagi Pelaku Usaha
Mikro dan Kecil, Pctani, Nelayan dan Pembudidaya lkan semula

sebesar Rp396.745.000,00 berkurang sebesar Rp172.067.000
menjadi sebesar Rp224.678.000.
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d. Sekretanat Daerah

Kegutan Pembinann Bideng Sosial dan Kesehatan semula sebesar
Rp166.595.000,00 berkurang sebesar Rp129.777.000,00 menjadi
sebesar Rpdo 818 000 00,

¢. Satuan Polisi Pumong Praja

1) Kegintan  Pendidikan dan Pelutthan  Formal semula sebesar
Rp37.500.000,00 berkurang sebesar Rpl6 500.000 menjadi
sebesar Rp21.000 000

Pengalokasinn  anggaran  dimaksud  apgiar Jdialihkan  karena
secara fungsional mnerupakan tupoks: OPD yang menangani
pengembangan sumber  davie manusia, yaitu Badan
Pengembangan Sumber Dayva Manusia (BPSDM) atau Badan
Kepepawman  dan  Pengembangan  Sumber Dava Manusia
(BRKPSDM) Provinsi/Kabupaten/Kota atiu sebutan lain sesuai
ketentuan Lampiran | Peraturan Menten Dalam  Negen 33
Tahun 2019 tentang  Pedoman  Peavusunan  Anggaran
Pendapatan dan Belanju Daerah Tahun Anggaran 2020.

2) Fegintan Pelauhar Linmas Kabupaten [ampung Barat semula
sebesar Rp137.097.000,00 berkurang sebesar
Rp143.567.000,00 menjadi sebesar Rp43 530 000.

e. Dinas Femberdavaan Masvarakat 4an Pekon

Kegiatan ~ Pelanhan  Kewenangan Pekon  semula  sehesar
Rp37.819.600,00 berkurang sebesar Rp81.582.600 menjadi
sebesar Kp6.237.000

Dalam pelaksanaannva berpedoman kepada ketentuan Peraturan
Menters Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan
Desa dan Peraturar Bupau tentang Daftar Kewenangan Pekon
Berdasarkan Haxk Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Pekon vang telah ditctapkan.

f. Dinas Peagendahian Penduauk, heluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Pe l'ndungan Anak

1} Kegiatan Pertemuan Forum Anak Dacrah Kabupaten Serta
Permilihan  Duta Anak Lampung Oarat semula sebesar
Rp113.744.800,00 berkirang sebesar Rp36.774.000 menjadi
sebesar Rp76.970.800.00

2) Kegiatan Sosiaiisasi  tentang  Perhndungan  Anak  dan
Perempuan Serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
semula  sebesar  Rp55.000.000,00 berkurang sebesar
Rp28.657.50( ,00 menjadi sebesar Rp26 342 500,00

3) Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Tenaga Kepga Perempuan
dan Pencegahan KDRT sebesar Rp51.843.000,00

4) Kegiatan  Pclatihan Satgas  GSI semula sebesar
Rp65.000.000.60 berkurang  sebesar  Rp30.024.000,00
menjadi scbesar Rp34.976.000,00
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5) Kegiatan Pelatihan Warga Binaan P3KSS semula sebesar
Rp65.000.000,00 berkurang,  scbesar Rp54.875.000,00
menjadi sehesar Rp10.125.000,00

6) Kegiatan Felatihan Kader Kelompok Tribina BKB, BKR, KL
semula sebesar Rp97.096.000,00 berkurang sebesar
Rp47.473.700,00 menjadi sebesar Rp49.622.300.00

7) Keg:atan Sosialisasi dan Pembinaan Pendewasaan Usia
Perkawinan (PUP) dan Korseling Reproduksi Remaja semula
sebesar Rp44.070.000,00 berkurang scbesar Rp5.458.000
menjadi sebesar Rp38.612.000,00

8) Kegiatan Penvuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS
termasuk HIV AIDS semula sebesar Rp42.408.3500,00
berkurang  sebesar  Rp6.863.900  menjadi schesar
Rp25.544.400 09

9) Kegiatan Lomba kzsrak PKK-KB Keschatan semula sebesar
Rp150.000.000,00 berkurang sebesar  Rp90.262.000,00
menjadi sebesar Rp59.738.000.

10) Kegiatan Bimtek IMP (Institus) Masvarakat Pedesaan) PPKBD
dan Sub PPKBD semula sebesar Rp29 110.000,00 berkurang
sehesar Rpl.442.800,00 menjadi scbesar Rp?7.667.200,00

11) Lomba BKB semrula sebesar Rpl01.223.000,00 berkurang
sebesar Rp56.8845.800,00 menjadi sebesar Rp44.337.200,00

. Dinas Koperasi, UKM, Penndustnan dan Perdagangan

Kegiatan  Badan Layvanan Umum  Daecrah  semula sebesar
Rp39.024.000,00 bertambah sebesar Rp5.989.200,00 menjadi
sebesar Rp45.013.200,00

Dalam pelaksanaanr v berpedoman kepada ketentuan Peraturan
Menternt Dalam Negern Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Lavanan Umum Daerah

. Dinas Penanaman Modal, Pelaviman Terpadue Satu Pintu dan

Tenaga Kerjn

Kegiatan Sosialisasi Pelavanan Penzinan Terhadap Masyarakat
semula  sebesar  Rpl132.457 000,00  berkurang  sebesar
Rp31.287.500,00 menjadi sebesar Rp101.069,500,00

Dinas Kepemudaan, Olanraga dan Panwisala

1) Kegwtan Suporting  Peladhan  (Kebutuhan  Pendukung
Pelatinan) semula sebesar Rp22 954.000,00 berkurang
sebesar Rp79 000,00 menjadi sebesar Rp22.875.000,00

2) Kegiatan Tata FKelola Destinas: Panwisata sebesar
Rp116.500.000,00

3) Kegiutan Pelatihan  Manajemen  Homestay  sebesar
Rp116.500.000,00



j. Dinas Perikanan

1) Kegiatan Pembelajaran Perbenihan Ikan schesar
Rp80.000.000,C0

2) HKegintan Pelatihan Teknis Penangkapan lkan Yang Ramah
Lingkungan rnemula sebesar Rp53.419.900,00 berkurang
sebesar Rp33.875.000 menjadi sehesar Rp19.544.900,00

3) Kegintan Pelatihan Budidaya lkan sebesar Rp22.434.400,00

4) Kegialan Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan sebesar
Rp25.611.000,00

5) Kegiatan Pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan
Perikanan sebesar Rp26.288.800,00 '

k. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

1) Kegiatan Pembinaan Peningkatan Produksi dan Produktifitas
Holtikultura semula sebesar Rp60.184.000,00 berkurang
sebesar Rp20.184.000 menjadi sebesar Rp20.000.000,00

2) Kegiatan Seckolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu
Holtikultura sebzsar Rp51.773.000,00

3) Kegiatan Lomba Penyuluh dan Petani sebesar
Rp62.071.500.00

l. Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kegiatan Sekolah Lopang Pengelolaan Lahan dan Air sebesar
Rp87.755.000,00

agar ditinjau kembali mengingat penganggaran program dan kegiatan
tersebut  bersifat pengumpulan massa sehingga berpotensi
bertentangan dengar. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun
2020 Prioritas Penggunaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrain Tahun Anggaran .020. Pertemuan/tatap muka
langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi/komunikasi,
antara lain:

a. Pelaksanaan rapat, sosialisasi, workshop, kelompok diskusi
terfokus (focus group discussion) dan kegiatan lain yang sejenis
dengan menggunsrkan sarana video conference/teleconference;
dan

b. Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya
yang sejenis dengan menggunakan metode e-learming.

4. Penyediaan anggaran di 3ekietariat DPRD

a. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
semula  sebesar  Rp571.410.000.00. berkurang  sebesar
Rp476.656.600 menjadi sebesar Rp94.753.000,00.
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Dalam upaya menckan peningkatan kasus serta pencegahan
penularan COVID-19 d: Provins: Lampung. agar pimpinan daerah
dan pejabat Pemda menunda bepergian he dacrah zona merah
COVID-19, sesumi  Surmat Gubemur Lampung Nomor
900/2421/V.02/2020 ranggal 12 Agustus 2020 hal Penundaan
Bepergiin Pimpinan Daerah dan Pejebat Pemda ke Daerah Zona
Merah COVID-19.

Kegiatan Pendidikan dan Pelanhan Formal semula sebesar
Rp349.660.000,00 berkurang sebesar Rp207.462.000,00 menjadi
sebesar Rp142.198.000,00

Pengalokasian anggaran dimaksud agar diahhkan karena secara
fungsional merupakun  tupoks:  OPl'  vang menangani
pengembangan  sumber  dJaya manusia,  vaitu Badan
Fengembangan Sumber Dava Manusia (BPSDM) atau Badan
Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BKPSDM) Provinsi/kabupaten/Kota atau sebutan lain sesuai
ketentuan Lampiran | Peraturan Menten Dalam Negeni 33 Tahun
2019 wentang Pedoman Penvusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Kegiatan Reses semula sebesas Rp2. 395 930 000,00 bertambah
sebesar Rpl11.415.000,00 menjadi sebesar Np2 -407.345.000,C0

Dalam pelaksanaannya agar berpedoman kepada ketentuan Pasal
8 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2017 tentang tentang
IHak Reuangan dan Admimistratf Pimpinan dan Anggota Dewan
perwakilan Rakvat Daerah disesuaikan  dengan kelompok
kemampuan keuangan dacrah yvang mentapkan bahwa Pembenan
tunjangan komunikasi iatensif dan tunjangan reses dilakukan
dengan ketentuarn, untuk kelompok kemampuan  keuangan
daerah tinggi paling banvak 7 (tvjuh) kab sedang paling banyak 5
(ima) kali dan rendah paling banvak 3 (tiga) kali dan uang
representasi ketua DPRD.

. Kegiatan Peningkatan Kapasitas mpinan dan Anggota DPRD

semula  sebesar Xpl.309.176 000.00 Berkurang sebesar
Rp217.072.0C0,00 menjudi sebesar Rp1.092.104.000,00

. Kegiatan Pendidikan dan Pelatthan Kursus keterampilan DPRD

semula  sebesar  Rp3.203.666 00000  berkurang  sebesar
Rp1.302.9066.000 menjadi sebesar Rpl 900 760.000,00.

Output kedua kegiatan tersebut diindikasikan duplikatifl sehingga
berpotensi inefisien, untuk itu penyedinan anggaran kedua
kegiatan tersebut agar disatukan dan helanja yang diperlukan
agar disesuaikan dengan kebutuhan, dilakukan paling banyak 6
(enam) kali kegiatan dalam 1 satul 1abun anggaran dan
pelaksanaunnya dapat dilaksanakan «i lum daerah  provinsi
paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kegiatan
dalam 1 (satu) tahun anggaran, sesuar ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orieatasi
dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
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Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Knbupaten/Kota
schagnimann teleh diubnh  dengan Pernturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2018, Pembinyaan dan pelaksanaan
kegintan tersebut agar berpedoman kepada Surat Mendagr No.
188.1/8808/8 Tanggal 22 Oktober 2018 Perihnl  Penjelasan
Pasal 86 Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
pedoman  Penyuvsunan Tata Tertib  Dewan Perwnkilan Raryat
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

[ Kegintan Kunjungan Kerja Kegiatan Pimpinan DPRD dan Badan-
Badan  Luar Daerah  semuln  sebesar Rp2.205.740.000,00
bertambah schesar Rp139.998.000 menjadi sebesar
Rp2.345.738.000,00

g Kegiatan Kunjungan Komisi dan Kepanitinan Luar Daerah semula
schesar  Rp807.930.000,00 berkurang sebesar Rp532.930.000
menjacdh sebesar Rp275,000.000,00

Dalam upaya menckan peningkatan kasus serta pencegahan
penularan COVID-19 di Provinsi Lampung. agar pimpinan daerah
dan pejabat Pemda meaunda bepergian ke daerah zona merah
COVID-19, sesuai  Surat  Gubernur Lampung  Nomor
900/2421/V.02/2020 tanggal 12 Agustus 2020 hal Penundaan
Bepergtan Pimpinan Daerah dan Pejabat Pemda ke Dacrah Zona
Merah COVID-19.

Penyediaan angparan di Selretariat Daerah

Kegiatan Fasilitasi Penvelenggaraan  Haji/Umroh semula sebesar
Rp3.776.490.100,00 berkurana sebesar Rp3 734.155.100 menjadi
sebesar Rp42.335.000,00.

Pelaksanaan ibadah Laji untuk 1ahun 14491 H/2020 M tidak
terlaksana mengingat penyebaran virus covid-19 yang mendunia,
untuk itu agar dialihkan untuk kegiatan lam vang lebih prioritas
berdasarkan kewenangan Pemerintal Kabupaten Lampung Barat,
sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 tentang
Pembatalan  Keberangkatan Jemanh Haji Pada Penyelenggaraan
Ibadah Haji Tahun 1441 H/ 2020 M.

Penyediaan anggaran di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

a. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor kode rekening (02 07) semula Rp16.150.000,00
bertambah Rp.14.550.000,00 menjadi Rp30.700.000,00 terdapat
belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja lainnya
kode rekening (5.2.3.26.69) sebesin Rp18.200.000,00;

b. Dinas Kepemudaan, Olahragn dan Pariwisata, kegiatan
Pemeliharaan Sarana den Prasarana Pariwisata kode rekening
(22.09) semula sebesar Rp563.371.800,00 bertambah  sebesar
Rp254.116.800,00 nenjadi sebesar RpS17.488.600,00 terdapat
belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer kode
rekening (5.2.3.12.10) sebesar Rp29.000.000,00.
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penyediaan anggaran belanja tersebut diatas agar ditata kembali,
meugingat penyediaan anggaran pa-a rincian obyek belanja tersebut
tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan
dari kegiatan dimaksud sesuai ketentuan Pasal 36, Pasal 91, dan-
Pasal 95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedotaan Pengclolaan Keuangan Daersh scbagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Pe-aturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011

7. Penyediaan anggaran di Dinas Jengendalian Penduduk, KB,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kegiatan lomba kesrak PKK -KB kabupaten kode rekening (31.02)
semula sebesar Rp150.000.000,00 berkurang sebesar
Rp90.262.000,00 neniadi Rp59.738.000,00 terdapat belanja
perjalanan dinas luar daerah kode rekening (5.2.2.15.22) semula
Rp4.250.000,00 bertambah Rp46.750.000,00 menjadi  sebesar
RpS1.000.000,00

Agar ditinjau kembali dengan memperhatikan aspek efektifitas,
efisiensi, kepatutan, kewajuran dan penghematan penggunaan
anggaran serta disesvaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-
masing kegiatan sepagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat
(10, Peraturan Menieri Dalam Neger1 Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa Kali terakhii dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011

IV. PEMBIAYAAN

Penyediaan  anggaran  pengeluaran  pembiavaan  semula  sebesar
Rp1.000.000.000,C0 bertambah  sebesar  Rp3.000.000.000,00 menjadi
sebezar Rp<.000.000.000,00 yang diurai ke dalam Kode rekening 6.2.2.02.02
Penyertann Modal/Invesiasi Pemerintah Daerih scmula  sebesar
Rp1.000.000.C00,C0 bertarnbah sebesar Rp3.000.000.000,00 atau 300%
menjadi sevesar REp4.000.000.000,00 vang dianggarkan untuk Penyertaan
Modal pada PT Bank Lampung.

Pemerintah Kabupaten Lampung Rarat apar menganggarkan Penyertaan
Modal dan Reinvestasi Deviden kepada PT Bank Lampung sesuai dengan
Surat Gubernur Lampung Nomor 580/1527 a/04 /2020 Tanggal 28 Mei 2020
tentang  Penyertazn  Modal ke Bank Lampung vyaitu sebesar
Rp4.971.270.000.00.

Selain itu, Penyertaan Modal harus tegamin efekufitas pengelolaan serta
akuntabilitasnya, sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud
dan kinerjanya menunjukkan prospel vang baik serta memberikan kontribusi
laba yang signifikan (performance based) pada Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat serta telah melakukan analisis investasi sesuai ketentuan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.



V. LAIN-LAIN

1. Rancangan Pernturan Daeralhv teninng Perubahnn Anggaran Pendapatan
dan Belanjn Dacerah Tahun Anggaran 2020

o,

d.

Konsidernny Menimbang, huraf a <liubah menjod,

1) bahwa untuk melaksanakan ketentunn Pasal 316 ayat (1) Undang-
Undanpg Nomor 23 Tahun 20149 tentanpg Pemerintaban Daerah
sebagmimana telah dinbal. beberapa kali, terakhir dengnn Undang-
Undang Nomor 9 Tahan 2015, perababan APBD dapat dilakukan
jika tenjadi perkembangan yang ndak sesum dengan asumsi KUA,
kendaan vang menyebabkan harus dilakukin pergeseran anggaran
antar umt orgamsasi, antar Kkepintan, dan antar jenis belanja,
keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun
scbelumnya harus digunakan untak pembiavaan dalam tahun
anggaran beralan, keadaan darura’, dan atau keadaan luar biasa,
maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Tahun Anggaran 2020,

Konsiderans Mengingal |

1) Angka 17 dihapus

2) Angka 306 diubah merjadi “Peraturan Menterr Dalam Negeri Nomor
32 Tahur 2011 tentang Pcdoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dan APBD (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 459) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15)7;

3) Tambahkan :

(a) Instruksi Men*en Dalam negen Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

(b) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang RPJMD
dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daecrah.

Batang Tubuh :

1) Tambahkan Pasal baru yang mengatur tentang Kriteria Keadaan
Darurat Dan Keperluan Mendesak sesuai ketentuan Pasal 69 ayat
(3) Peraturan Pemcrintah Necmor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Pasal 6 angka 7 di hapus.
Lampiran :

1) Lampiran I-V, penulisan lampiran pada pojok kanan atas diubah
menjadi



LAMPIRAN ...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR.....TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

2) Lampiran 1, penulisan judul lampiran cukup ditulis pada halaman
pertama lampiran dan kolom dasar hukum agar dicantumkan dasar
hukum pendapatarn dan pembiayaan.

3) Lampiran VI :

1. judul lampiran disesuaikan dengan ketentuan Pasal 6
Rancangan Peraturan Daerah @ DAFTAR PERUBAHAN JUMLAH
PEGAWAI PER GOLONGAN DAN "ER JABATAN.

2. Format kolom agar discsuaikan dengan Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan  Daerah  sebagiomana  telah  diubah

beberapa kaii ternkhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011,

4) Lampiran VII dihapus karena tidak diamanatkan dalam Pasal 6
Rancangan Peraturan Dacrah

5) Lampiran szlanjuatnya menycsuaikan.

2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun
Anggaran 2020

a.

b.

C.

. Pengundangan, kata “Ditetapkan” diubah menjadi

Konsiderans menimbang, frase “Pasal 6 (iubaly menjadi frase “Pasal 77

Konsiderans mengingat, sesuaikar dengan hasil koreksi pada Raperda.

Diktum Menetapkan, setelah frasc "MEMUTUSKAN :"

tambahkan
paragraf baru :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAN TAHUN ANGGARAN 2020

“Diundangkan”
Lampiran :

Lampiran 1Il dan lampiran IV, penulisan |

ampiran pada pojok kanan
atas agar disesuaikan de

ngan penulisan lampiran | dan |I.
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Belanja dan Pembiayaan pada Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 agar
memperhatikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor
G/372/V1.02/HK/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung
Barat Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

4, Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan
Bupati Lampung Barat tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2020 yang tidak tertuang
dalam Keputusan Gubernur ini, berpedoman kepada ketentuan peraturan

perundang-undangan.

3. Penganggaran Pendapatan,

GUBERNUR LAMPUNG,

‘—_Wﬁ

ARINAL DJUNAIDI



